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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian
integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025 - 2029 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Renstra
Dinas ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran terhadap
agenda program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan,

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya.

Dalam penyusunan renstra ini telah diupayakan secara optimal,
namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka
kemungkinan adanya perbaikan - perbaikan akan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas kebijakan pimpinan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Renstra imi bermanfaat
dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera
Selatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal
tersebut, Kami juga menvampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat
Struktural, rekan-rekan fungsional dan staf serta Tim Penyusunan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
yang telah berusaha dengan penuh tanggung jawab dan kerja kerasnya



sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun dengan baik.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Secara harfiah definisi komunikasi adalah interaksi antara
dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau
informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada orang lain. Informasi yang
memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya dapat ditafsirkan
sebagai pengetahuan, Jika hasil dari ilmu adalah tindakan
bukanlah pengetahuan maka sebaliknya informasi yang
diberdayagunakan adalah ilmu dari pengetahuan.

Fakta Ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi
mengubah tatanan dunia adalah sebagaimana terjadi revolusi
industri generasi 1.0 ketika tenaga manusia dan hewan
tergantikan mesin bertenaga uap. Sejarah mencatat belum
pernah terjadi, rakyat biasa meningkatakan pendapatan dan
berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis selama
dua abad revelusi industri generasi 1.0 dimulai, dimana
pendapatan rata - rata perkapita Negara - negara didunia naik
hingga enam kali lipat. Memasuki awal abad ke 20-an
dilanjutkan revolusi industri generasi 2.0 dengan ditemukannya
tenaga listrik dan tenaga motor sebagai sumber tenaga utama.
Inilah pemicu awal mula kemunculan pesawat telepon dalam
kehidupan manusia dimana perkembangan kedepannya
menghadirkan teknologi digital dan internet sebagai tanda
datangnya revolusi industri generasi 3.0. Perkenalan dengan
internet mengantarkan manusia pada era revolusi industri
generasi 4.0 untuk penyebutan era Internet untuk Segala (IoT);
penciptaan sebuah kecerdasan buatan pada sistem sehingga
dapat menghubungkan komunikasi antara manusia dengan alat

{sistem informasi)
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Melihat kecenderungan gejala di atas dari sudut pandang
ilmu pemerintahan vang dianggap sebagai suatu cara
pendekatan untuk mempelajari dan menyiasati bagaimana
melaksanakan pengaturan, pengurusan, pemantauan,
kepemimpinan koordinasi kepemerintahan (baik pusat dengan
daerah, maupun pemerintah dan rakyatnya] dalam berbagai
peristiwa terhadap situasi dan kondisi. Oleh karena itu
selayaknya proses penyelenggaraan kepemerintahan
menyesuaikan dinamika yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SFPN),
mendefinisikan bahwa proses penyelenggaraan kepemerintahan
Perangkat kerja milik Daerah mengimplementasikan Rencana
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) vang dalam hal im
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun
kedepan ditampilkan secara proyeksi pada Rencana
Strategis/Renstra  Organisasi Perangkat Daerah (QOPD),
khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2025 - 2029 dan sebagai
arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk
program ¢an kegiatan selama satu tahun.

Sesuai amanat Undang-Undang serta selaras pada Visi
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025 -
2029, yalmi:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA™

1. SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINSI YANG MAJU EXONOMINYA,
BERBASISKAN PENGETAHUAN DAN INOVASI YANG BERAKAR FPADA
BUDAYA NUSANTRA. SUMATERA SELATAN MENJADI PROVINSI
BERDAYASAING, MODERN, TANGGUH, INOVATIF DAN ADIL,

=

SUMATERA SELATAN SEBAGAT PROVINSI YANG BERKOMITMEN UNTUK
TERUS MENERAPKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN,
PETUMBUHAN FKONOMI YANG TINGGI SEIMBANG DENGAN
PEMBANGUNAN S505TAL, BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM DAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SERTA TATA KELOLA YANG BAIK.
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Dalam rangka untuk mewujudkan visi, maka ditetapkaniah

beberapa misi Pemerintah Provinai Sumatera Selatan, yalkni :

1.

Mewujudkan masyarakat sumatera Selatan yang
berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak,
berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya
manusia yang berdaya saing;

. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya

lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat;

. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara

ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air
sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang
terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar
yvang berkualitas dan ramah lingkungan;

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja
serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan
angka kemiskinan;

Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
vang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas;

. Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam

masyarakat vyang menjunjung tinggi toleransi dan
berorientasi pada kearifan lokal.
Perwujudan gambaran Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan akan sangat ideal jika dalam rangka

sinkronisasi percepatan dalam visi memberdayakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) yvang dapat berperan strategis
dan dominan dalam menggambarkan visi tersebut. Hal Ini
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dikarenakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki
ruang lingkup tanpa batas dalam menjangkau setiap sektor
tanpa harus memasuki ranah sektor tersebut. Lebih tepatnya
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK] mampu
mengoptimalkan  sistern  penyelenggaraan  kepemerintahan
melalui tata kelola perubahan, pengetahuan, pengawasan serta
pada proses bisnis dengan melakukan pergeseran terhadap pola
tatap muka konvensional yang selama ini digunakan dalam
mengantisipasi segala kebutuhan dan keperluan pemerintahan,
publik, stakeholder terkait sampai dengan kalangan dari dunia
usaha berbagai kegiatan terhubung pemerintahan.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
melaksanakan Sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis
digital sebagai implementasi dari Maju layanan digital dan juga
hal lainnya seputar penerapan ilmu Teknologi Informasi dan
Komunikasi adalalh merupakan pilihan tepat dan agar
dilaksanakan bersama dari dan untuk semua golongan, elemen
dalam hubungan kepemerintahan guna percepatan
pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam
kerangka;

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA™

Sesuai pemahaman di atas, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas
dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam
Peraturan CGubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
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1.2.

Sumatera Selatan sejalan dengan misi dari Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yvakni;
MISI VI
pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan
Seiring pesatnya perkembangan di bidang Komunikasi
dan Informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan
perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan urusan Komunikasi dan
Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral dengan
menuangkan program dan kegiatan kedalam dokumen
Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah kewajiban
bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan  Provinsi
Sumatera Selatan guna mewujudkan visi Pemerintah Provinsi
Qumatera Selatan tersebut, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melakukan proses
penyusunan rencana pengambilan langkah-langkah strategis

menuju;
“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”™

Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
berdasar pada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997
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10.

11.

12.

tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektoral Pasal 12);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 38351);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-
Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE});

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah Undang-
Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2021 tentang Penvelenggaraan Informasi Geospasial;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik;
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13.

14.

15.

l6.

17

18.

19,

20.

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021
tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101};

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022
tentang Perlindungan Informasi Vital (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomaor 129);

_Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2024

Tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029;

Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Thn 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Fanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;



AEMNSTRA HNAS
EOMUINIEAS] DAN INFORMATIICA
PROVING| SUMATERA SELATAN

FOR5-HED

22,

23,

24,

23.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Peraturan
Menteri Dalam WNegeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas RKeputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang
Has=il Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050 — 5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarigasi Pemutakhiran Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

-
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29,

30.

31.

32.

33.

34.

35,

Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029;

Peraturan Menteri Komunikasi dan [Informatika Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyvelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan
Informasi di Pemerintah Daerah;

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan
Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 541);

Peraturan BIG No. 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan
Informasi Geospasial;

Keputusan Kepala BIG No. 133.2 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk
Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
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37,

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2025 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2 113/2025) ;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Sumatera Selatan Smart Province;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020
tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021
tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan CGubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui
Media Komunikasi Elektronik;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
272 /KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024
tentang Arsitektur Sigtem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029;
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
972 /KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024
tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
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Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan isu

dan strategi berdasarkan uraian pokok pembahasan urusan

komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan

penjabaran disesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Sumatera

Selatan.

Tujuan

1. Menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD);

2, Memberikan gambaran berkelanjutan Rencana kerja
Tahunan (RET);

3. Sebapai tolak ukur kapasitas kinerja dan tahun ke tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun
berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4, Sistematika Penulisan

Bab Il Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu

Strategis Perangkat Daerah
2.1. Gambaran Pelavanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat

11
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Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab IV

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025 - 2029

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025 - 2029

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 - 2029

Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra [Dhinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Program, kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1.

4.2

4.3.

Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta
kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra PD tahun 2025 - 2029 melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU} Perangkat
Daerah

Target Kinerja penyelenggaraan  urusan
pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK])

PENUTUP



RENSTRA DHNAS

KORALENTRAS] DAN INFORMATICA
PROVING| SUMATERA SELATAN
S-S

BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.
14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan
Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubshan Atas
Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan QGubernur tersebut, Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
mempunyail tugas membantu Gubernur dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan
Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain
sebagai berikut :

a, Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian;

b. Pelaksanaan kebijjakan di bidang Komunikasi dan
Informatika Statistik dan Persandian;

¢. Penlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang Komunikasi dan dan Informatik;

13
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d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan
nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan
publik;

e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya
TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;

f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi
dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Gubermnur
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera

Selatan mempunvai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
mempunyai  tugas membantu  Gubernur dalam
penvelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang
Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian
dan Statistik, Untuk melaksanakan tugasnya Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah
Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi,
penvediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan
penyvediaan akses informasi, layanan informasi data

14
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center, disaster recorvery center dan TIK, layanan
pengembangan intermet dan pengunasan ahkaes
internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan
informasi e-Government, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain
dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, Penvelenggaraan Government  Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi,
pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan
masyarakat lingkungan Provinsi;

Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah
Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi,
penyvediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan informasi data
center, disaster recorvery center dan TIK, layanan
pengembangan internet dan pengunaan akses
internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, persandian dan

layanan keamanan informasi e-Government, layanan

sistern komunikasi intra Pemerintah Provinsi,

15
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layanan pengembangan dan pengelolaan aphkasi
generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
layanan nama domain dan sub domain lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK
pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan
Pemerintah Provinsi, Pengelolaan [nformasi untuk
mendukung kebijjakan nasional dan Pemerintah
Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi  publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik
dan penyediaan akses informasi, layanan informasi
data center, disaster recorvery center dan TIK,
lavanan pengembangan internet dan penggunaan
akses intermet, layanan manajemen data dan
informasi e-Oovernment, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, persandian dan layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan
spesifik dan  suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
lavanan nama domain dan sub domain lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)

16
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2.

Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK
pemerintah dan masyarakat linghkungan Provinsi;

e, Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan
pengamanan barang milik Negara /Daerah;

f. Pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan
Informatika;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan,
keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta
pengembangan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta
bidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata
usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum,
organisasi dan tata laksana serta hubungan
masvarakat;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

Pelaksanaan tata usaha keuangan;

d. Pengumpulan dan pengolahan data, penyvusunan
rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan
serta pembangunan bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik;

e. Penyusunan program kegiatan rutin pemenntahan
dan pembangunan bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik;



REMNSTIU DIkAS

EOMUNIAS] DAN INFORRATIERR

PROVINS] SUMATERA SELATAN
HIEE-FED

f. Pelaksanaan analisa dan  evaluasi kinerja
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi dan informatika,
persandian dan statistik;

g. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan
pengamanan barang milik negara/daerah;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan, mempunyal tugas:

1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta
pengembangan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

2, Menyiapkan dan mengkoordinasikan
penyusunan Prograim kerja tahunan
pemerintahan dan  pembangunan  bidang
komunikasi, informatika, persandian dan
statistik;

3. Mengkoordinasikan wusulan program tahunan
komunikasi, informatika, persandian dan
statistik dengan instansi lain;

4, Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan
Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksanaa
kegiatan di bidang Dbidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik;



REMNETRA DIMNAS

KOMWLRTAS] Dubi INFORMATIEA
FREOVINS SUBMATERA SELATAN
Hh 510

5. Mengevaluasi dan menghkoordinasikan usulan
program pembangunan komunikasi, informatika,
persandian dan statistik yang diusulkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana
Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik
Negara di lingkungan komunikasi, informatika,
persandian dan statistik di daerah sebelum
ditampung dalam program Pemerintah Provinsi
dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat,

6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana
pembangunan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik jangka menengah dan
jangka panjang;

7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan
pelavanan jasa komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik berupa
kinerja sarana dan prasarana komunikasi,
informatika, persandian dan statisuk, Renstra
dan dokumen lainnya;

9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan
pengembangan yang berkaitan dengan sarana
dan prasarana komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut
laporan  hasil temuan pemeriksaan dan
pengawasan pelaksanaan pembangunan
komunikasi, informatika, persandian dan
statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun
masyarakat;
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11. Melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bidang bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik,

12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja
operasional bidang bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas;

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggararn,

3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi
pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban
dan pengamanan dokumen keuangan;

4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak
lanjut laporan  hasil pemeriksaan dan
penyelesaian  proses  ganti  rugi/tuntutan
bendahara;

5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan
pemantauan pelaksanaan anggaran;

6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan
keuangan, pendapatan dan belanja;

T. Melaksanakan pengumpulan bahan dan
penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;

8. Melaksanakan pengadministrasian dan
pembukuan  keuangan  anggaran  belanja
langsung dan belanja tidak langsung;
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10.

11.

12.

13.

14,

Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar
gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
Melaksanakan perbendaharaan keuangan
anggaran belanja rutin dan pembangunan;
Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
administrasi dan  pembukuan  keuangan
anggaran/ penerimaan;

Melaksanakan penyvusunan bahan evaluasi dan
laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerna
terkait; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyal
Tugas:

1.

Melaksanakan pengelolaan rumah  tangga,
perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan,
kehumasan, administrasi kepegawaian,
kelembagaan dan  ketatalaksanaan  serta
pendokumentasian peraturan perundang-
undangan;

Melaksanakan proses penerimaan, pengelolahan,
distribusi, penggandaan, pengiriman dan
pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
Mengurus rumah tangga Dinas yang meliput
keamanan, kebersihan, pemeliharaan,
perlengkapan / peralatan kantor;

Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang
meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan,
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10,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

disribusi, pemeliharaan dan penghapusan
barang;

Menginventarisasi barang inventaris baik vyang
bergerak maupun yang tidak bergerak;
Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan
hukum dan keprotokolan;

Melaksanakan  pendokumentasian  kegiatan
Dinas dan hubungan masyarakat;

Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan
pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan
di lingkungan Dinas;

Melaksanakan penyiapan dan penyusulan
pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa
kerja serta pemberian penghargaan;
Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan
pangkat, SKP, sumpah/janj pegawai, gaji
berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawari;
Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan
pemberhentian pegawai;

Melaksanakan  penyviapan  pegawai  untuk
mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan
teknis dan fungsional;

Melaksanakan penylapan rencana pegawal yang
akan mengkuti ujian Dinas dan izin/tugas
belajar,

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
kepegawaian dan disiplin pegawai;

Melaksanakan  penyiapan bahan  standar
kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan
pengamanan barang milik negara/daerah;
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17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit
(RKBU)] dan Rencana Pemeliharaan Barang Umit
(RPBU); dan

18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai
tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan
kebijakan, menyusun norma, standar, progedur dan
kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup
Pemerintah  Provinsi, mengelola informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi
serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud diatas, bidang Pengelolaan Informasi Publik
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup
Pemerintah Provinsi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Provinsi;

¢. Penyiapan bahan penyusunan mnorma, standar,
prosedur, dan kriteria, penyelenggara di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Provinsi;
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d.

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup Pemerintah Provinsi;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Provinsi;

Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan daerah serta pelayvanan informasi
publik di Provinsi; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3

(tiga) seksi yaitu:

a.
b.

C.

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
Seksi Pengolahan Informasi Publik
Seksi Pelayanan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik,

mempunyal tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan Norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah
Provinsi;

9. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi
publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
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3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik
di media (media massa dan sosial), pengumpulan
pendapat umun (survei dan jajak pendapat} dan
pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai
tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan NOTTNA, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pengolahan
informasi publik;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah
di Provinsi;

3. Menyelenggarakan layanan pemantauan lema
komunikasi publik lintas sektoral hngkup
nasional dan daerah, pengolahan dan analisis
data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan
daerah di Provinsi; dan

4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mempunyai
tugas

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyususnan norma, standar,
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prosedur dan kriteria di bidang pelayanan
informasi publik;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi pelayanan informasi publik di
Provinsi;

3, Melakukan kemitraan dengan media tradisional,
media cetak dan media online;

4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi
publik untuk mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan di bidang keterbukaan
informasi publik dan layanan pengaduan
masyarakat di Provinsi;dan

5. Melaksanakan tugas kednasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

4, BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIEASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas
menyiapkan perumusan dan melaksanaan kebijakan,
menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
memberikan bimbingan teknisi dan supervisi seria
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media
komunikasi publik, lavanan hubungan media serta
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

mempunyai fungs: :
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik;

b, Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik;

¢. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria penyediaan konten hntas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral
dan pengelolaan media komunikasi publik;

e. Penyiapan layanan hubungan media dan penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penvediaan akses informasi  di Provinsi;

f Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik;dan

g, Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3
[tiga)] seksi yaita:
a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

a Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik,
mempunyal tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan  norma, standar,
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prosedur dan kriteria di  bidang pengelolaan
media komunikasi publik;

Memberikan bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral
dan pengelolaan media komunikasi publik di
Provinsi;

Menyelenggarakan layanan pPErencanaan
komunikasi publik dan citra positif Pemerintah
Provinsi, pengemasan ulang konten nasional
menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal,
pengelolaan saluran komunikasi milik
Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi
informasi kebijakan melalui media Pemerintah
Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
Melakukan kemitraan dengan media elektronik
dan media sosial;dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik,
mempunyai tugas :

1.

Menyviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan
publik;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi
layanan hubungan media di Provinsi;
Menvelenggarakan layanaan pengelolaan hubungan
dengan media (media relations), Penyediaan bahan
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komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes,
press release, backgrounders) di Provinsi;, dan

4, Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai
tugas :

1. Menviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakaan penyusunaan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi
publik;

2. Pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi
penguatan kapasitas kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
di Provinsi;

3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan
penvediaan akses informasi bagi media dan
lembaga komunikasi publik serta pengembangan
sumber daya komunikasi publik di Provinsi;dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN
PERSANDIAN
Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan
Persandian mempunya tugas menyiapkan perumusan
dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar,
prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis
dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan

pelaporan di bidang layanan serta memantau,
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mengevaluasi dan pelaporan di  bidang layvanan

infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center

dan TIK Pemeritah Provinsi, layanan pengembangan

Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan

pengembangan internet dan penggunaan akses internet,

layanan manajemen data informasi e-Government,
integrase layanan publik dan  kepemerintahan,

persandian dan layanan keamanan informasi e-

Covernment dan layanan system komunikasi inta

Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,
Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery
Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan
informasi e-Goverment dan layanan  sistem
komunikasi intra Pemerintah Provinsi;

b Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
infrastrukutur dasar data center dan persandian,
Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah
Provinsi, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan manajemen
publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan
keamanan informasi e-Government dan layanan

gistem komunikasi Provinsi;
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¢. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria pengelenggaraan dibidang
infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery
Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data informasi e-
Government, integrase layanan publik dan
kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan
informasi e-Government dan layanan system
komunikasi intra Pemerintah Provinsi,

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang infrastruktur dasar data center,
Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah
Provinsi, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet layanan manajemen data
informasie e-Government, integrase layanan public
dan kepemerintahan, persandian dan layanan
keamanan informasi e-government dan layanan
sistern komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery
Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan
informasi e-Government dan layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.
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Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan
Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yvaitu :
a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
c. Seksi Persandian,

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informas,

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,  standar,
prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur
teknologi informasi;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise
serta pemantauan, evaluasi dan pelaoran terkait
fungsi layanan infrastruktur dasar data center,
Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah
Provinsi serta layanan pengembangan intranet
dan penggunaan akses internet di Provinsi;

3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penvelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC), layanan pengembangan
dann  inovasi TIK dalam implementasi e-
Government, layanan peningkatan kapsitas

sumber daya manusia dalam peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dalam
pengelolaan  infrastruktur  dan teknologi
informatika, Government Cloud Computing,
layanan filtering konten negatif, dan layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.
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b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pPENyUSLNAD norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang integrasi data
dan keamanan informasi;

2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi layanan manajemen data infromasi
e-Clovernment serta fungsi integrasi layanan
publik dan kepemirantahan di Provinsi;

3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar
format data, kebijakan, layanan recovery data
dan informasi, layanan pengelolaan data
elektronik pemerintahan dan non pemerintahan,
layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi

Publik, layvanan interoperabilitas, layanan
interkonektivitas layanan publik dan
kepemerintahan, layanan pusar Application
Program Interface (APl) provinsi;

4 Menyelenggarakan layanan monitoring  trafik
elektronik, layanan penanganan insiden
keamanan informasi, layanan peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang
persandian dan layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi,
pelaksanaan audit TIK, penvelenggaraan internet
sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan
penyediaan prasarana dan sarana komunikasi
pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam
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pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur
pemerintah; dan

5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

¢. Seksi Persandian, mempunyai tugas :

I Merencanakan kegiatan-kegiatan  berkaitan
dengan infrastruktur peralatan persandian,
proses penyandian (enkripsi dan dekripsi),
penggantian /setting,penyimpanan,
pengembalian /pemusnahan sistem sandi (kuneci
sandi), pengamanan aset/ fasilitas/instalasi
penting vital/kritis, pengamanan sinval;

2 Penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,  standar,
prosedur dan kriteria di bidang persandian;

3  Memberikan bimbingan teknis dan supervisi

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya
persandian; dan

4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas
menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan,
menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan
memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
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ekosistern TIK Smart Province, lavanan nama domain

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information

Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan

sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di

Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Layanan
e-Government mempunyai fungs:

a Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan  aplikasi
generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penvelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayan publik dan kegiatan, penyeclenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Provingi, pengembangan sumber daya
TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di
Provinsi;

b. Penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik, spesific dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di
Provinsi;
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Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GClO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
dava TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di
Provinsi;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
SU pervisi di bidang layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen
yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart Province, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government  Chief Information
Officer (QCIO)] Pemerintah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK Pemerintah Provinsi,
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi
dan masyarakat di Provinsi;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
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TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di
Provinsi;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga)

seksi yaitu :

Seksi Pengembangan Aplikasi,
Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
Seksi Tatakelola e-Government,

Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pengembangan
aplikasi:

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi layanan pengembangan dan
pengelolaan  aplikasi generik, spesifik, dan
suplemen yang terintegrasi di Provinsi;

3. Menyelanggarakan layanan pengembangan
aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik
vang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi
kepemrintahan dan publik; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
mempunyai tugas:
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1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan NOrma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pengembangan
ekosistem e-Government;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart Province serta lavanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan di Provinsi;

3. Menyelenggarakan  layanan  pengembangan
Business Process Re-Engineering pelayanan di
lingkungan pemerintahan dan non pemerintah
(Stakeholder Smart City), Layanan 3Sistem
Informasi Smart City, layanan interaktif
pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan
sarana dan sarana pengendalian Smart City,
layanan pendaftaran nama domain dan sub
domain instansi penyelenggara negara bagi
kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan
kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain
terhadap domain vang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain
dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota,
layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam
pengelolaan domain, portal dam website,
menetapkan dan mengubah nama pejabat
domain dan sub domain, menetapkan dan
mengubah nama pejabat domain, menetapkan
mengubah nama domain dan sub domain,
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menetapkan tata kelola nama domain dan sub
domam; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Tatakelola e-Government, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pengembangan
tata kelola e-Government;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) serta pengembangan
sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di
Provinsi:

3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi
dan  kebijakan terpadu implementasi e-
Government Kabupaten/Kota, layanan
koordinasi kerja sama lintas organisasi
perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan
lintas Pemerintah Pusat serta nmon pemerintah,
layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-
Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
layanan peningkatan kapasitas aparatur dan
sertifikasi teknis  bidang TIK, layanan
peningkatan kapasitas masyarakat dalam
implementasi e-Government dan Smart City,
layanan implementasi e-Government dan Smart
City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
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4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan melaksanakan kebijjakan, menyusun
norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan
bimbingan teknis dan supervisi serta memantau,

mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di

lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statstik
mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka evaluasi data dan informasi;

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis
data dan informasi,

Pelaksanaan penyusunan informasi;

d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta
sistemn dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;

e, Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan
dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan
kinerja pembangunan sektoral;

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian
pelaksanaan pengolahan data dan informasi;

g Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat
fungsional di lingkungan pemerintahan daerah,

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya vang diberikan
oleh pimpinan.
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Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

Sekel Pengolahan Data dan Informasi; dan
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai
tugas ;

b.

1.

Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran,
analisis dan pengolahan data dalam rangka
pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
Mempersiapkan penyajian data dan informasi
yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk
tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara
statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas !

¥

Menviapkan bahan pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi
terkait dalam evaluasi dan pelaporan program
kerja;

Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi
evaluasi dan pelaporan dalam rangka
pelaksanaan program kerja;

Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang
diberikan oleh pimpinan.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
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Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan
dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
EKomposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

2 | Perempuan 42

Tabel 2.2
Komposisi Pegawal Menurut Tingkat Pendidikan

1 | Doktoral (S3)
Perempuan -
Laki-Laki 13
2 | Pasca Sarjana (S2)
Perempuan 12
3 51 Laki-Laki 30
haad o Perempuan 18
Laki-Laki 8
4 | Diplomaea
. Perempuan H
Laki-Laki a
5 | SLTA
Perempuan 4
& Laki-Laki %
SLTP
Perempuan -
7 SD Laki-Laki -
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Perempuan

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

: Pelatihan Kepemimpinan | Laki-Laki 9
Pengawas/ DIKLATPIM [V Perempuan 9
. Pelatihan Kepemimpinan | Laki-Lalki 3
Administrator / DIKLATPIM Il | Perempuan 3
Pelatihan Kepemimpinan | Laki-Lalki -
4 | Nasional t 1
DIKLATPIM :“E“ | Perempuan _

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat,
Golongan, dan Ruang

: Pembina Utama Madya / Laki-Laki -
v.d Perempuan

2 Pembina Utama Muda [/ Laki-Laki -

v.c Perempuan 1

3 | Pembina Tingkat | /IV.b il :

Perempuan 1

Laki-Laki 10

4 | Pembina / IV.a S %
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: Laki-Laki T
5 | Penata Tingkat 1 /IIl.d =A—— 9
6 | Penata | TLe i e 1
Perempuan 3
7 Penata Muda Tingleat T / Lalki-Laka -
Lk Favsipmim 2
Laki-Laki 2
8 | Penata Muda [ Ill.a
Perempuan 1
Laki-Laki 2
9 | Pengatur Tingkat I / II.d
Ferempuan -
10 | Pengatur / Il.c Laki-Laki -
Perempuarn
11 | Pengatur Muda Tingkat [ / | Laki-Laki
ILh Perempuan -
12 | Pengatur Muda [ Ila Laki-Laki s
Perempuan -
13 | Juru Tingkat 1 / 1.d Laki-Laki .
Perempuan =
14 | Juru f Lc Laki-Laki -
Perempuan
15 | Juru Muda Tingkat I / Lb | Laki-Laki -
Perempuan -
16 | Juru Muda / L.a Laki-Laki
Perempuan -
17 | Pranata Humas / IX Laki-Laki -
Perempuan 1
18 | Pranata Komputer / 1X Laki-Laki 18
Perempuan
19 | Penata Layvanan Laki-Laki 18
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Operasional [ IX Perempuan 9

20 | Pengelola Layanan Laki-Laki T
Operasional [ VII Perempuan 7

21 | Arsiparis Terampil / VII Laki-Laki 1
Perempuan -

22 | Pengadministrasi Laki-Laki 7
Perkantoran [/ V Perempuan 3

23 | Operator Layanan Laki-Laki 3
Operasional / V Perempuan 1

24 | Tenaga PPPK Paruh Waktu | Laki-Laki 19

Grafik Komposisi Pegawai
Menurut Pangkat, Golongan

dan Ruang
ol
50
a0
30
an
1
1]
lumilah

W PNS B PPPE B PRPK Paruh Wakty
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Tabel 2.6

Data Pegawai yang akan Pension 5 Tahun Hedepan

1 Golongan | = -
2 Golongan I1

3 Golongan 111 - 1
4 Golongan [V 3 2 1

Tabel 2.7

Daftar Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera

1 | Lahan Bangunan 1 Lahan
1 | Kendaraan Roda 4 & 2 30 Buah
2 | Bak Air 1 Buah
3 | Laptop 46 Buah
4 | Notebook 36 Buah
5 |LCD Projector/Infocus 7 Buah
6 | Printer 47 Buah
7 | Mesin Ketik Manual 29 Buah
8 AC 73 Buah
9 | AC Portable 2 Buah
10 | Exhaust Fan 4 Buah
11 | Leman Es {(Kulkas) 3 Buah
12 | Dispenser 4 Buah
13 | Televisi 17 Buah
14 | Mesin Absensi 3 Buah
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15 | Sound System 4 Buah
16 | Meja Pejabat a3 Buah
17 | Kursi Pejabat 48 Buah
18 | Lemari 22 Buah
19 | Filling Kabinet 25 Buah
20 | Brandkas 4 Buah
21 | Sofa 13 Buah
22 | Kursi 73 Buah

23 | Meja 30 Buah

| 24 | Lambang Garuda Pancasila 1 Buah
25 | Alat Pemadam /Portable (&} Buah
26 | Alat Pembantu Kebakaran o J Buah
27 | Detektor Kebakaran Buah
28 | Unit Power Supply 4 Buah
20 | Scanner 8 Buah
30 | Wireless 3 Buah
31 | Wireless Access Point 11 Buah

32 | Microphone 15 Buah
33 | Loudspeaker 2 Buah
34 Pemlatﬂn Studio Audio 112 Buah

Lainnya
35 | Alat Penghancur Kertas S Buah
36 | Tablet 1 Buah
37 | Handphone 1 Buah

38 | Lensa Kamera G Buah
39 | Handycam 1 Buah
40 | Kamera 24 Buah
41 | Tripod Kamera 3 Buah
42 | Telepon 9 Buah

Electric Generating Set
4| Laincia B 1 Buah
44 | Mainframe 2 Buah
45 | PC Unit 22 Buah
46 | Computer Compatible " 5 Buah
a7 P'E.Ialataﬂ Minikomputer 99 Buah
Lainnva
48 [Monitor 2 Buah
49 | External / Portable Harddisk 5 Buah

48




REMETRA DINAS

EORMLUNIKAS DAN EINFORMATIKA
FROWINS] SUMATERS SELATAN
RS- M

Peralatan Personal Komputer

Navigasi Lainnya Lainnyva

30 Lainnya 1 Buah
51 | Server 3 Buah
52 | Router 5 Buah
23 | Hub 1 Buah
54 | Firewall 1 Buah
55 | Switch = 9 Buah
20 | Access Point [ Buah
37 | Peralatan Jaringan Lainnya 16 Buah
| 58 | Kalkulator 1 Buah
59 | Rak Kayu 1 Buah
60 | Mobile File 5 Buah
61 | Papan Nama 4 Buah
62 | Papan Tulis 4 | Buah
63 | Access Control System 2 Buah
64 | Pintu Elektrik (Pakai Akses] 1 Buah
Focusing Screen/Layar LCD
Rl e, /Lay 2 Buah
66 | Papan Pengumuman 1 Buah
67 | Alat Kantor Lainnya & Buah
68 | Alat Rumah Tangga Lainnya 15 Buah
69 | Pot Bunga ] 14 Buah
70 | Maubeleur Lainnya 44 Buah
71 | Vacuum Cleaner 1 Buah
72 | Tangga Aluminium 1 Buah
73 | Audio Mixing Console 1 Buah
74 | Encoder/Decoder 1 Buah )
75 | Voice Recorder 1 Buah
76 | Video Monitor 24 Buah
77 | Video Patch Panel 1T Buah
78 | Lightning Stand Tripod 2 Buah
79 | Layar Film/Projector 1 Buah
80 | Video Conference 1 Buah
81 | Analog Video Router 1 Buah
B2 | Monopod o 1 Buah
Peralatan Antena Pemancar
83 P et hf Lad 16 Buah
gy | Peralatan Komunikasi 1 Buah
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Tugu Peringatan Lainnya
2 : H 3 Buah
_~ | (Tiang Baliho)
Bangunan Menara
3 | Telekomunikasi Lain-lain 2 Buah

ideotron) ____

.'..-._-.. Eﬂ .-.-. e e T eyt - =
Listrik PLN) \ CRIRgRn
Sumber ; Aplikasi BMD (Barang Milik Daerah) berdosarkan inventarisir Tahun Anggaran
2025

Kinerja Pelayanan DisKomunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Selatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera

Selatan dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebelumnya tugas
dan fungsi yang berkenaan dengan Komunikasi dan
Informatika melekat pada Dinas Perhubungan komunikas:
dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Komunikasi
dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan
tign urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi
kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2008, yakni:
1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan

yang menjadi kewenangan daerah:

a. Pengelolaan Informasi Publik

b. Penerapan Layanan e-Government

¢. Pengelolaan Domain dan sub domain di Pemerintah

Provinsi
2. Urusan Persandian dengan sub wurusan menjadi
kewenangan daerah, yakni:
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a. Persandian untuk pengamanan Informasi daerah
Provinsi
3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah
yakni:
a. Pengelolaan statistik sektoral
Adapun kinerja pelayanan  berkenaan  Urusan
Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik vang
telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 - 2025 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kemunikasi dan Informatika
Provinsi Bumatera Selatan
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Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1.

MEDIA CENTER

Media center dirancang untuk mengembangkan
pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari
upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan
informasi vang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau.

Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan

sinergi vyang melekat pada lembaga informasi dan

informatika tiap daerah yang membutuhkan.

SISTEM PEMERINTAHAN EERBASIE ELEKTRONIK

(TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/
kepemerintahan  digital (e-government)] merupakan
penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan
melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi

(TIK] oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional

vang tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Menvediakan acuan bagi pengembangan dan
pemanfaatan Teknologl Informasi Komunikasi (TIK]
dilingkungan pemerintah;

b. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK] di lingkungan pemerintah melalui
evaluasi vang utuh, seimbang, dan obyektif;

c. Tata Kelola perubahan reformasi  birokrasi
(manajemen transformasi reformasi birokrasi)

d. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)

e, Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik
(Manajemen Pelayanan Publik)
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4.

SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)
Dimaksudkan wuntuk mempermudah pekerjaan
administrasi vang dilakukan secara
elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi
dan sistem informasi.
FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING
Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi
Selatan dan  Kabupaten/Kota
menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh
fasilitas akses
informasi publik.
KEAMANAN INFORMASI

perkantoran

Sumatera dengan

intermet dalam mendukung layanan

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada
di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan
terhadap beberapa area target penerapan keamanan
informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga
memenuhi semua aspek keamanan yang didefinigikan
oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Pada tahun 2022
telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
informatika Provinsi Sumatera Selatan

Satuan Tugas Patroh Cyber wyang bertugas

dan tentang

untuk
melaksanakan operasional Patrol Cyber di jejaring media
agar sesuai dengan UU ITE, Mengamankan data Informasi
elektronik pada pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan, Memantau ancaman Serangan Cyber dar luar,
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Mengevaluasi tingkat pemahaman kesadaran akan
keamanan informasi siber, dan melaporkan secara berkala
pelaksanaan Cyber kepada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER) DAN
BLANKSPOT

Merupakan layanan untuk fasilitas: keterhubungan
antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi,
pertukaran data dan informasi dalam rangka
mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik.
Pelayanan Data Center merupakan layanan penyediaan
infrastruktur digital untuk mendukung penyimpanan data
dan aplikasi berbasis server bagi seluruh OPD. Selams
tahun berjalan, lavanan ini telah digunakan dalam rangka
memindahkan data dan layanan digitalnva ke data center
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan jaringan TIK merupakan tulang
punggung konektivitas antar - OPD dan antarwilayah i
darrah. Selama tahun imi, telah dilakukan perluasan
jaringan Intermet dan Akses point di lokasi strategis
Penanganan blankspot juga menjadi prioritas, dengan
pemetaan wilayah tanpa sinyal dan pembangunan menara
mikro seluler serta kerja sama dengan operator seluler.
Beberapa lokasi terpencil berhasil memperoleh akses
internet dasar sebagai bentuk pelayanan publik digital
yvang inklusif.

PERSANDIAN

Merupakan  kegiatan  pelavanan, pembinaan,
pengawasan, khusus diantaranva Pembinaan dan
Pengawasan dan Bimbingan Teknis maka diperlukan
penguatan Kkapasitas kelembagaan keamanan Siber,
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peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses
penyvandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting,
penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi
(kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting
vital /kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten
negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra
Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi
maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan
keamanan informasi, supervisi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2024 Dinas
Komunikasi dan Informatika telah  menerbitkan
Keputusan Gubernur Sumatera  Selatan  Nomor:
972 /KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024
tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan
Informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan
lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok
masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan
mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya
yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya,
FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional
vang komunikatif dalam bentuk kelompok seni
pertunjukan rakyat yvang mampu menyampaikan pesan-
pesan kepada masvarakat;
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10.

12.

13.

FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA
SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk
menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah
antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan
berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan;
MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK
untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat
melalui situs (www.Sumatera SelatanProvinsigo.id) dan

(www. Komunikasi dan Informatika Sumaters

SelatanProvinsi go.id) serta media lainnya  yaitu
Instagram, Facebook, dan Youtube Dinas.
FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)
Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi
publik dan menvelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi
adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah Proses
penvelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
yvang diputus oleh Komisi Informasi;
HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI
Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat
yvang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayvani
oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
sesual dengan prosedure yang sudah ditetapkan dalam
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14.

15.

ketentuan perundang-undangan [SOP). Layanan
permohonan informasi akan dipenuhi sesual dengan SOP
dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerjal,
Apabila permohonan  informasi tidak sesuai  atau
tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat
melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi
Informasi untuk melakukan media. Dalam rangka
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai
amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID
Pembantu yvang ada di OPD sangat diperlukan terutama
dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam
rangka menampung aspirasi masyarakat dan
permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh
Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh
birokrasi untuk pelayanan publik.

LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan
suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar
komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahh
teknologi computer dan untuk mengakses info,
user/masyarakat cukup menggunakan Komputer atau
gadget vang terintegrasi ke internet. Dalam Command
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Center tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa
memonitor keadaan wilayah Sumatera BSelatan. [n
dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles
location, video analisis dan sebagainya. Fungsi dari
Command Center sendiri adalah untuk menyvempurnakan
pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan
kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat.
Command center ini, akan menjadi pusat data informasi
dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.
DATA SEKTORAL, SATU DATA INDONESIA, DAN DATA
GEOSPASIAL

Statistik Selktoral adalah statistik VANng
pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
instansi tertentu dalam rangka penvelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan
tugas pokok instansi vang bersangkutan. Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
selaku Walidata Provinsi telah merealisasikannya dengan
mengeluarkan surat edaran Sekretaris Daerah Nomaor
400,12/0224/1/DisKomunikasi dan Informatika [2025,
Hal Data Kependudukan tahun 2024, tanggal 24 Januari
2025, yang mana maksud diedarkannya surat inl agar
penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang
dilaksanakan oleh seluruh instansi Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah  Provinsi Sumatera  Selatan
mengunakan Data Sektoral vang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Selatan yang telah diperiksa dan dipublikasikan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan melalui Portal
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https://satudata. SumateraSelatanProvinsigo.id/datas
ektoral/penduduk dan ketenagakerjaan penduduk.
Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan juga telah memfasilitasi kebutuhan
Data Sektoral Terpilah vang dibutuhkan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan Dalam hal ini, Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
telah mengeluarkan Data Terpilah Kependudukan dan
Data Terpilah Kepegawaian, sesuai yvang dibutuhkan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam hal ini peran
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan sesuai regulasi ini adalah selaku Walidata yang
memiliki kewenangan sesuali bunyi Pasal 21 Peraturan
Presiden Nomor 39 tahun 2019 bertugas memeriksa
kesesuaian Data vang disampaikan oleh Produsen Data,
menvebarluaskan Data dan melakukan pembinaan Data
Tingkat daerah dalam membina Produsen Data.
Beberapa hal yang telah direalisasikan sesuai penugasan
selakuy Walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik telah
melaksanakannya, vakni dengan melaksanakan
pembinaan kepada Produsen Data bersama BPFS Provinsi
Sumatera Selatan selaku Pembina Data Statistik Sektoral.
Diantara capaian hasil pembinaan ini adalah pencapaian
indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)
Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2024 dengan nilai
indeks 2,72 (Predikat Baik) dan nilai ini mengalami
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peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih nilai
2.00 (Predikat Kurang).

Mengenai Data Geospasial, sesuai regulasi yang
dikeluarkan oleh Badan Informasi Ceospasial selaku
Pembina Geospasial melalui Peraturan Kepala BIG Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur
Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi
Geospasial, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
telah memiliki Portal pada alamat
https://geoportal. Sumatera SelatanProvinsigo.id.
Portal ini merupakan versi terbaru Palapa 5.0 yang telah
selesai diupgrade oleh pihak BIG pada tahun ini, Adapun
Pemerintah Provingi Sumatera Selatan merupakan
Provinsi yang berhasil melakukan upgrade dari versi
sebelumnya.

Selaku pengelola Portal ini, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan
beberapa langkah untuk memperbaiki layanan Geospasial
daerah diantaranva mendorong setiap Perangkat Daerah
memiliki peta tematik berdasarkan Tupolsi.

D1 era digital saat ini, perkembangan Teknolog
Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama
dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan
kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak,
serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara
berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar,
dan berinteraksi. Infrastruktur digital vang semakin canggih
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memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap
informasi, meningkatkan produktivitas, dan memiasilitasi
inovasi vang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan
TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, vang
pada gilirannyva mendukung berbagai industri, mulai dar
kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swaata,

BPFS menyusun indeks vyang menggambarkan
perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks
Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0-10 dimana semakin
tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang
semakin baik di suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah
nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang kurang
optimal di suatu daerah Indeks Pembangunan TIK disusun
oleh tiga subindeks, yaitu akses dan mfrastruktur TIK,
penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Nilai Indeks TIK Sumatera
Selatan dalam kurun waktu 2019-2023 terus menunjukkan
kenaikan yvang signifikan bahkan pada tahun 2023 sudah
hamper mendekati Nilai Indeks TIK Nasional.

Grafik

Capaian Nilai Indeks TIK Sumatera Selatan 2019-2023

Milai Indeks Pembangunan TIK Sumatera
Selatan 2019-2023
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Subindeks akses dan infrastruktur TIK mencerminkan
kesiapan TIK dari sisi akses dan ketersediaan infrastuktur,
Subindeks ini terdiri atas lima indikator yaitu pelanggan
telepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per
100 penduduk, bandwidth internet internasional (bit/s) per
pengguna, persentase rumah tangga dengan komputer, dan
persentase rumah tangga dengan akses internet. Nilai Sub
Indeks Sumatera Selatan cenderung meningkat dan tahun
2019-2023 tetapi tidak terlalu signifikan.

Subindeks penggunaan TIK menggambarkan tingkat
penggunaan TIK oleh masyarakat. Subindeks ini disusun oleh
tiga indikator yaitu persentase individu yang menggunakan
internet, pelanggan fixed broadband internet per 100
penduduk, dan pelanggan mobile broadband internet akuf per
100 penduduk. Nilai Sub Indeks Penggunaan TIK Sumatera
Selatan 2019-2023 meningkat sangat signifikan sejak 2019-
2023, hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya
penggunaan fasilitas internet di Sumatera Selatan

Sub Indeks kemampuan atau keahlian memiliki peran
penting dalam pembangunan TIK di suatu negara atau wilayah.
Dengan keahlian yang dimiliki, menentukan seseorang untuk
dapat memanfaatkan TIK dengan optimal, Subindeks keahlian
TIK menggunakan tiga indikator sebagai pendekatan keahlian
TIK, vaitu rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar
(APK) sekunder, dan APK tersier. Nilai Sub Indeks
kemampuan [keahlian Sumatera Selatan 2019-2023
mengalami kenaikan tapi cenderung stagnan pada kisaran 5,5
sampai dengan 5,7
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Transformasi digital merupakan salah satu pilar dalam
penguatan tata kelola pemerintahan dan akselerasi
pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks
pembangunan jangka menengah 2025-2029, digitalisasi
bukan hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi fondasi
strategis untuk memperluas inklusi layanan publik seria
meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selaras dengan arah kebijakan nasional (Indonesia
Digital 2045) dan Strategi Nasional Transformasi Digital,
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan
transformasi digital sebagai pengungkit lintas sektor, dengan
penekanan pada aspek literasi digital, keamanan data, serta
digitalisasi sektor prioritas seperti pendidikan dan UMKM.

A Indeks Transformasi Digital Nasional
Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) yang
dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan
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Informatika mengukur kesiapan transformasi digital
daerah dalam lima dimensi: Pilar Jaringan dan
Infrastruktur, Pilar Bisnis, Pilar Masyvarakat, Pilar
Pemerintah dan Pilar Ekosistem,

Kondisi transformasi digital di Provinsi Sumatera
Selatan terus menunjukkan tren positif, ditandai dengan
peningkatan skor Indeks TDN dari semula 45,28 di tahun
2018 menjadi 52,18 di tahun 2022 dan masuk ke dalam
Klasifikasi B (Baik). Peningkatan skor ini mengindikasikan
komitmen dan upaya vang serius dan pemerintah dan
berbagai pihak lainnya dalam meningkatkan infrastruktur
digital dan pemanfaatan teknologi digital di seluruh
wilayvah provinsi.

Apabila dilihat kinerja masing-masing pilar
pembangunan digital di Provinsi Sumatera Selatan, pilar
jaringan dan infrastruktur memiliki performa yang cukup
baik di tahun 2022, dan mengalam peningkatan
klasifikasi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan shkor
58,10, pilar ini masuk ke dalam klasifikasi B (Baik), yang
didukung oleh pembangunan infrastruktur yang terus
membaik yang dilihat dari peningkatan coverage lavanan
internet broadband 4G dengan masih terdapat 1.833 dan
3.278 desa/kelurahan masuk ke dalam sinyal lemah dan
dijkuti dengan  peningkatan  kualitas kecepatan
pengunduhan dengan kecepatan download di Provinsi
Sumatera Selatan sudah cukup baik dengan rata-rata
kecepatan download 4494 Mbps dan rata-rata kecepatan
upload sebesar 21.26 Mbps. Selain itu, berdasarkan data
Kemendikdasmen Tahun 2024, sebanyak 5668 dari 7.084
atau 80, 01% sekolah sudah terfasilitasi akses internet. Di
samping itu, berdasarkan data Kemenkes Tahun 2024,
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sebanvak 331 dani 17 atau 95,11% puskesmas telah
terfasilitasi akses internet.

Di samping itu, pilar pemerintah juga memberikan
kontribusi positilf dengan skor 56,03 dan masuk ke dalam
klasifikasi B (Baik). Namun, untuk dapat memaksimalkan
potensi transformasi digital di sektor pemerintahan,
diperlukan peningkatan yvang cukup signifikan pada aspek
e-government index.

Meskipun Provinsi Sumatera Selatan secara umum
memiliki skor dengan klasifikasi B (Baik), penting untuk
tetap memberikan perhatian pada skor pilar bisnis dan
pilar masvarakat guna memaksimalkan pembangunan
digital Pada pilar bisnis, indikator yang perlu ditingkatkan
ialah terkait pertumbuhan startup digital dan kemampuan
inovasi. Di era perkembangan teknologi digital yang
semakin  pesat, pertumbuhan ekonomi digital dapat
memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian
daerah, sehingga upaya peningkatan lingkungan startup
melalui penyediaan ekosistem riset dan inovasi hingga
fagilitagsi akses pendanaan menjadi penting untuk
mendorong pertumbuhan kreativitas dan kewirausahaan
digital di Sumatera Selatan.

Pada aspek masvarakat, tngkat literasi digital
masyarakat Sumatera Selatan telah  mengalami
perkembangan yang cukup baik. Namun, di sisi lain
masih diperlukan perbaikan pada aspek kemampuan
digital, ketersediaan sekolah digital, dan peningkatan
kualitas pendidikan vokasi. Untuk itu, diperlukan upava
untuk menyediakan kurikulum pendidikan vokasi yang
dapat mengintegrasikan berbagai keterampilan digital
vang relevan dengan kebutuhan industn saat ini.
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Kurikulum pembelajaran digital juga tentunya harus
dapat adaptif, sesuai dengan tren perkembangan teknologi

digital yang terus berubah.
Tabel 2.10
Indeks TDN Sumatera Selatan sampai tahun 2022
Dimensi 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 | 2022
Pilar Jaringan dan ;

S 48,28 4_';!.?:5& 54,56 56,90 58,10
Pilar Bisnis 40,15 41,61 44,00 41,12 | 44,00
Pilar Masyarakat 33,41 36,17 46,09 | 4599 | 49,90
| Pllar Pemerintah aho5 | 50,46 55,76 | 6560 | 56,03

SEErTT

| Indeks Transfrormasi Digital | 45,28 46,86 50,57 | 50,87 52,18

d. HKelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan [nformatika Provinsi Sumatera
Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi
Sumatera Selatan memiliki mitra perangkat daerah dalam hal
ini seluruh OPD Pemerintah Provingi Sumatera Selatan,
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia,
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur MNegara dan Heformasi Birokrasi,
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN] serta Badan Pusat
Statistik (BPS).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan  sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi
Sumatera Selatan memiliki kewenangan — membantu
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan
komunikasi dan infomatika untuk mendukung layanan
publik/Pemerintah pada  unit-unit organisasi yang
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
[business unit], dengan memberi kewenangan vang lebih luas,
fasilitas vang lebih memadai, mempermudah akses pada
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pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi
tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap proses penyelenggaraan kepemerintahan di wilayvah
Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbukaan informasi publik dalam era globalisai
membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan
mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan
melalui pemanfaatansarana dan prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan
pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah
perkotaan mengakibatkan sulimya pemenuhan kebutuhan
akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional
dibidang komunikasi dan informatika dalam hal im
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading
sector i bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk
mewujudkan fokus pembangunan pemerintah pusat yang juga
telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam hal ini kelompok sasaran pelayanan bagi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan,
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika
Kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi
Sumatera Selatan wvaitu dalam Bidang Komunikasi dan
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Informatika, Persandian dan Statistik, sehingga dalam
melaksanakan kewenangannya Diskomunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan menitik beratkan pada
penvebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan
dengan mempedomani misi 6 (enam] RPJMD (Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah) Prowvinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, vaitu Meningkatkan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
berbasis digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas, dalam hal ini Infrastruktur Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK). Pengelolaan Teknologi  Informasi
Komunikasi (TIK)] Pemerintah atau lazim disebut e-
Government diharapkan akan membuat masyarakat dan
pemerintah mampu berkomunikasi lebibh baik, murah, dan
efektif, dalam konteks pelayanan publik. Kualitas pelayanan
pemerintah akan meningkat (Vassilakis, 2004), partisipasi
warga meningkat (Lytras, 2006), kepercayaan masvarakat
meningkat [Abie, 2004), dan akuntabilitas birokrasi lebih baik
(Evob, 2004; Gonzalez, 2007; Holzer, 2004) serta transparan
(Eyvob, 2004; Iver, 2006; Tran, 2004; Wescott, 2005). Lebih dari
itu proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah
akan lebih tepat, akurat, dan aman (Holden, 8. H., dan Millett,
L1, 2005). sehingga, penggunaan e-Government merubah
perilaku aparat dan masyarakat dalam pengelolaan urusan
publik menjadi lebih baik. Terkait dengan pelaksanaan
kewenangannya terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
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Terbatasnya sarana dan Prasarana infrastruktur yang
berkaitan dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
dan Keamanan Informasi;

Terbatasnya Sumber Daya Manusia IT, Statistisi, dan
Sandiman;

Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);

Belum Optimalnya Layanan manajemen data/informasi
elektronik pemerintah daerah;

Belum optimalnya pelayanan publik/pemerintah melalui
layanan secara online dan integrasi.

h, Isu Strategis

Ada beberapa lsu — isu strategis vang dihadapi Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, vaitu :

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan lsu Strategis

180
LINGEUNGAN STRATEGIS
POTENSI DAERAN PERMASALAHAN 18U KLHS w mm e
(1) (21 (M 141 131 6] Y

. Ewalumai SPHE . Belum memadainya . Mendoromg . Perkembangan |1. Konekuvitas | Transformam | Heformasi

tahun 2018 infrastrukiur teknalog, perkembanga Robolica dan Digitnl Digital Antar Hsrolorasi

renunjukian Eomuniknsi, n telmolog Al {Artificinl Wilmymh

Permerfieh informatilen_ Stabatik, bssiru Intedligencs)

Provinai dian Persandinn padn . Perkembangan

Sumatern Inatanm . Pemerntasn Komektivitas di

Selatan ikan darrah akan

memperaleh nidad (2. Infraatruktur janngan e emngangamn =11 than

2,83 dengan vang baluim sepenuhnya Konektivitas Procluktivitas

prodikar Bak, i terinbegrasi, sohi Antarwilnyah Masynralcal

tmhun 21 mehghambat ahsr ikan

sampad Tahn homunilnai dan . Translormas) Pendapatan

Skt Bumnatern kolaborasl antar instansd tnta lkeedola Dieiah
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN
ol i = ks Proviasd

S S Baleatic

Tujuan merupakan penjabaran atau impiementaai dari
pernvataan sasaran strategis vang telah ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan sasaran utama sehingga rumusannya
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingn dicapai di
masa mendatang dan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai
dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu
tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan,.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Sumatera Seclatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik dengan indikator Indeks IPTIK.

it Belatan

Sasaran adalah penjabaran lebih detail dan spesifik dan
suatu tujuan yang ingin dicapai, biasanya dalam jangka waktu
tertentu. Sasaran juga dapat didefinisikan sebagai hasil vang
diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diukur secara
kuantitatif dan realistis.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa tujuan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diatas
dapat dicapai, maka tujuan tersebut haruslah memiliki sasaran
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untuk mengukur masing — masing tujuan tersebut. Sasaran dan
Tujuan diatas adalah Meningkatnya transformasi layanan
publik berbasis digital dengan indikator :

a. Indeks IPTIK;

b. Indeks SFBE;

c. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

d. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah;

e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi).
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Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran indikator ~ Satuan —r—— 11— Ket
yang Relevan 2025 | 2026 | 2027 2028 | 2029 | 2030
1] @ o ! ] (5] &) ] T L I 11 03
Maningkatnya Meningkatnya | Meningkatnya | Inceks IPTIK Indeke 500 | B08 | 626 | 644 | 680  6A2
Kualtas Pelayanan | Kuaktas transformasi T . - I -
Public Pelayanan layanan publik | o e oo ' '
indikator Pubilik berbasis Digital Pilar Angka 5604 | 5605 | 58D | 5607 5608 | 5609
Indeks IPTIK Indikator diggitai B bl
Indeks IPTIK | il S N B | S | | S
Indeks SPEE Indeks 304 | 308 | 313 | 318 | 322 | 326
Indeks : i
Pambangunan Indeks 273 274 275 276 27T 278
Statistik (IPS] | | ; '
indeks KAMI |
(Keamanan Indeks 475 ar7 378 380 282 384
Infarmask)
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3.3 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

| Etra.tc:gi adalah rencana vang disusun untuk mencapai

tujuan tertentu, melibatkan serangkaian tindakan dan alokasi

sumber daya. Secara sederhana, strategi adalah cara untuk

mencapal tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan wisi dan misi, beserta tujuan dan
sasaran yvang telah dirumuskan, diperlukan penetapan
mengenal upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut
dalam bentuk strategi yang mengacu pada RPJMD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029,

Tabel 3.4
Penahapan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

i TAHAPAN PERTAHUN
NO URAIAN TAHAPAN

2028 | 2029 2030

I. | Meningkatkan kualitas Layanan
publik/Pemerintah  secara digital vang
mudah diak=ses dan aman

v v

2 | Meninglathan kualitas  Prlatihan
Kompetensi dan Pengembangan SDM ASN

3 | Peningkatan dalam penyedian
data/Informasi dan Keamanan Informasi
dalam menjags kerahasian data secara
digial

4. | Menyediakan koncktivitas jaringan akses
internet antar Perangkat Daerah pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

% | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintabhan
berbasis Digital

R NI NER NI NE:
AR NEEE VAR SN

v
v
v
v

& Al &[S

EVREVERSE RN
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3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang
menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan
pembangunan, yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan
sasaran vang telah ditetapkan. Arah kebijakan juga merupakan
perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan
pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi
pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan
perencanaan tentang bagaimana mencapail tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.
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Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Eenstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Meningkatican
leualitas tata kKeloka I4.
pemerintahan

beer bxsas
transformasi
Sicital

didukung aleh
Ekualites data dan
informasi

sefiurub Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provins Sumatera Selatan

. Meningkathan

Pengetahuan, Pengembang
an Kompetensi Sumber
Daya Manu=ia ASH
dibidang IT,
Enm‘ m- IF

Kehumasan dan

Fungsional

Perningkatan Fegulazi Dan
Tata Kelola Pemerintahan
Melabai Peninghatan
Pemanfoatan Teknokog
Informast yang didukuang
dengan kunabitas data dan
i formnsd serta Keamanan
Informas

KO ONALISAS] | ARAH KEBLIAKAN ARAH KEBIJAHAN HET
NEPH BPJMD RENSTRA L,
L] 21 ) - .. =
1. Hﬁﬁnmrl . Penerapan Sistem 1. Meningknatian dan
Kusalitas Pelayanan Pemerintahan Menpembangkan aplikas
Puhblik Digital Terintegras pelayaman pErTLET
indikator ; urriuk agar dapat meninglkatloan
Indeks IFTIK Meningiatkan pelayanan publik
Efektivitas dan
Efisiensi 2. Memngkatkan Pemeratasn
Pelayanan Puablik pemamiantan TIK pada




fi.

REMSTHA DINAS

KOMLINECASE Dk |NFORM A TRA
FROVINS SUMATERA SELATAN
1025-1029

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

mmm Wm mmmﬂ:m

'mmnmnm

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil

cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Oambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
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Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NAPE ODAN SASARAN
RPJIMD TANG TOUAN BABNRAN OUTOOME DUTPUT INDIEATOR OUTPUT PREOM A HEGIATAN SUEHECIATAN
RELEVAN
e T sy =
Enslitss Palaymoan Hoalltes Palsynsen  transformss] mysman Eunditsy pengalolaai
Publik Publidk | publik berbasis digits) agplikrmi informatika
ikt Indikstor ; Indilcatar : Indiicwior -
Indaks IFTIE Imilsks IPTIH 1 Indulos FPTIE (1]. Peinsitas s
Ipdaks APEE Farmngieal Dasials
Indaks Trunsfermass vang memiliki
DHgital Pilar Pemarintah Aplizsmi Pelayanan
i [mdeks Pembangunan nesual TIpois
Bintintik [TPE]) 2l Isidahan Beandi
{1 Imdekea BAMT [Pamerntahan
(Esamanss Informesi) [hagnl}
{Crosscutiing Kemsndagrl  |J]. Pereentass
R, Kemeopas BN, Perangknt Dasrah
Eomadigl BT, BREN BT, L TR T THL T TR
| EPS, Ksb/Hots, Ssinmuk Saty Dnta Iodecmia
OFD)
— p— Tarlalsaruntyn Jumilah Dokumen PROGRAW Na=nn Peogelclpan Mame Domam |
Pengalclnan Hama Pangedcizan Namo PENGELDLAAN Pemain ramg Talah | dism Sub Domain
Bormasn den Buk Diofmacn din Buls Desnalin APLIEAES dl.lll'tl.pkm odeh
| Bamadn Pemeriniab Desrah [NFORMATIES Paimeriiah Pussi Pemerintsh Oaerah
I W i Bub Do &1
Femieriital Dastuk Lingkup
Pemeririnh Casrnb
| | | v ARH s e e Fravinai
[ | Terlaksananym wuminh Apikcns SPHE PROGEAM Pangalolaan E - Pespalenggaran Batam
[ Funy mlengrasin warg berhung dengan FPENGELOLAAN Eswarmmamt dj Penghwbung Layanan
Siwtwrn Penghubing | Sistéin Peighisbing APLIKAS Lingiun Pernerintah Osarsh
Levannn Layaman Peenarinmh INFORMATIEA Pemeririnh Dasrah | (Perpelenggnran Sisiemn
Femerinioh Daesran Dasrnh Prasrinmi Paiagdiihieng Ly seiidn

Parrmeitad Danidl dalag
rarigiom e padilitee
imirn dam begrnEl

Loy mmamni
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koonlEas mmiekiur SPFHE FESNGELOLAAN gerrermmend dy dainf niaq Tewia arwitsiciur
peEnyHEUnRE Fararivial Dasrah yang APLIKARL Lingiup dan TEOEATEN
dany ntan TeviG it § i IRFORMATIHA Pemseriniali Dasrah EFDE Pemerintal Dasral
arsitalotur disn petn | srwidnkiur dan pats Pravinai K crrelirami jomiss Ll urian
rencms SFOE FETORNS kakijalian tuts kalnls
Paitssstah Dasrnh vang dmmulkan Lismiah SIBR msdprut] mraitsktur
Terdnhansesirn Dl katdakan tetn PEtE TN, T
Knardomyam halula SFAE mulipiais hiifiism, SECTd froiyy i Mn
e LML TR CLILL L ATE [ln reEncuna, i caTE dnil angguran
limbuiale mn 1a1m Hedeln proses besma. serin SFRE pamsirusiai cdesrah|
EPBEE snlijpusti | RNy IERIRAN TencEns. dan
armibsliicy, peia | empggarain SPAL
TENCAILE, [5Tos s | pemaripial deerah)
Lolishl_ SeEFIE |
izt L ITRIE 2 retidaiis
i arggesan BFEE
pemerrn tach dlseradi|
Terlakmananin T Jsmisi Rehy Kota vy FROGRAN Pengeloinan E Heterhubuangan Jarmgan
Habertubungan | terhihing FENOELOLAKN gevernment di liira
hardngany Lna | darimgan hetra APLIEASE Linglup Fumariniak Damred
Pomerintah Dasinh | Pemerirtah INFOREMATIEA KahyEota ks Jam
Kok Kota ka Cuaaral Presinai Provinal Imira, Pemaerintal Cipsrah
Jaringan |nirs Provinsi
Pemerntah Dasral
Provined
Terlakaunanya Jumish Layanan Penda FROGRAM 1 E - Koordinasi pemaninscan
] Koordinani yang memanfaatkan FERCGELOLAKN geiernment di Partsl
pamanfartan Portal Portal palay nmsn AFPLIEAED Linglup Palajpanan Pafieristah
Palsyannn Permeniorhah INFOEMATIRS ; Dltml'ljll:_
Pamerménh Descuk et higgras, Yalro Pertal Provmai
yamg teririagraes Pelayninmn Publik, Percal
Adrminis trasi
Permenmtahan, dan/aing
Pemal Dats Nasional
Terlakaanasys Jumlah Dolturmen FROGRAM Pengeioinan E - Foardinasi
Hooerel iraai Foordonas PERGELOLYAN governmana di Muonageman SPEE
laniajunsem SFEE APLIEAST Lingicup
&n SPEE INFORMATIEA Thssaty
Pravimm
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it TIK memani TIK stsiiii Hewannigan INFORMATIEA Pemeriniab Deeral | Dinss Hominfo
wewenangsn Dinss Dinam Knmins Frovnmsi
Haemiinfs
Terlaksananza dumlsh Perangkst Duernh | FROGRAM Fangulalikn £ - Punyediaen Abses [nbernet
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Daemady i LIPTT? yiming Ensmmath
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Meranghat Db
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| Terlaksamaryn Juminh dokummen FROORAM P gl B - aiy pumal
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¥ el ismal
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P furvei]
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Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 -
20029 merencanakan 5 Program, 14 Kegiatan, dan 68 Sub
Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut:
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MIFS-20J%

Daftar Komponen Rincian Belanja Dinas Tahun 2025-2029

PAGU ANOGARAN
Mo, BELANJA
2028 D026 2027 28 L 2030
L Baelanjs Oporasi 0. 767,217,800 34,09 1. 1970089 40, 688 500,733 | 54800360706 | 60.313.306.7T7TT 66498236455
| m, Belanjn Pegawai 11.DaB.257.540 T 144, 325,000 [B.558, TST.500 | 17.114.633.360 | 1BBIG0BG5TE | 20.T0ETOS333
b, Belanja Barang dan Jasm 16,168 955 5659 17356 872,009 21576, 70,233 35.136. 737456 SE.93T. 3002308 43,939, 530,222
. Belanja Hibah 2,550,000 000 2. 550.000.000 2550, 000, 000 1.550.000,000 2550 000, 000 2 5E0.000.000
1. | Belanjs Modal 1., B (e, GO i6.114.658,3560 1. 420,000, 000 1,285 000, 00 1.370. 8500, 000 1354 060,000
n. Belanjs Modal Tanah - - a =
b, Belanje Peralatan dan Mexin 1, 100000000 5,97 1.000.000 1.080.000.000 QOHE OO0, 000 QES, 500000 954 050,000
. Belanja Gedung dan Baeganan 0000000 2080000, 0o 0. D00, T 200,000,000 200,000,000
d, Belarna Modal Jalad, Jarngan, =
dan Em’ 1 =
| & Belanga Medal Aset Tetap = [
Lainnya
f. Belanja Modal Aset Lainnya 34.0.000.000 143558, 350 L0 GO0 000 L B0, DO (0 185,000, 000 B, DR 000
JUMLAKN 31.607.217.509 40,205 838 A5G 51.108. 506,733 | 85085360, 708 | 41683 806.77TT | 6TV.B32.386.458
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Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mundukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Ne. Program Prioritas | Duteome Kegiatan /Sub Heglatas M| Ket.
1. | Sumaters Selatan =
Berintegritas dan Program Janghka Menengah (5 Tahun) B
Melayani Membangun Pendidikan Anti Korupsi, K:pmnmuelnhanlrﬁwd.mﬂnmunﬂma: Publik
Keterbuksan Informasi Publik dan Beformasi Pemerintah Dasrak F'rmrinl
Birvakrasi '  Subkegiatan Fhlngmnm s Informasi Publik

" Bubkegiatan Dulkungan Administrarif, Keuangan, dan
Tata Keloln Komis Informasi di Daerah dalam Rangka
I Penyelesaian Sengheta Informasi Publik

Pengembangan Sistem Pemenintahan Berbasis Kegintan Pengelolaan E -government di l.mﬂmp Pemerintah
Daerah Provinsi

Elektronik [SPEE) dan keamanan cyber dalamn .
i o s gt " Subkegiatan Koordinasi penyusunan dan /atau reviu
arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Dacrah
Kegiatan Penyvelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Inhrmud Pemerintah D-a.nmh Provins
Hulﬂ{r.pntm Fen,yudum La]mmm Keamanan Informasi
qu'n.l::h Dufah Previns
Intesnsfikas tndak lanjut wu:lum melalui | | Kegiatan quphhnu Informasi dan Komunikasi Publik
Lapor SP4N dan optimalisasi giat Fi:mmnm]:l Daerah Provins

whistlcblowing system terintegras dengan Subkegiatan Sosialisas Peraturan Bidang Informasi dan
| it Komusikasi Publik
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Indikator kinerja merupakan alat atau media yang
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi
dalam mencapai tujuan dan sasarannva. Biasanya, indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah
kegiatan atau sasaran vang diukurnya telah berhasil dilaksanakan
atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja
vang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan
indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai
kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu
sistern penigumpulan dan pengolahan data kinerja vang memadai
maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan
organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable)] mengenai
hasil apa saja vang telah diperoleh selama periode aktivitasnya,

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan
pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator
kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat
merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan
sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan
indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan
adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat
ukur vang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana
vang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja
pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan
sasaran vang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif
keberhasilannya.
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Indikator kinerja utama atau |KU adalah ukuran atau
indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai
tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi
pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan
menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi
pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu,
indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka
untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan,
sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan vang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 :

Dinas Komunikaszi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

’ [ Target Tahun Ket.
No. Indikator mhuu| — Rt Rt T
* " \ 2024 2028 2026 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| 1 | indeksiPTIK | Indeks | 588 590 | 608 | 626 | 644 | 68 | 682 _
, | | |
Transformas
56,006 56,07 | 5608 | 5509
2 Digital Pi Anglian nfa 56,04 56,05
Pemerintah
3 | ndcks SPEE | Indeks 3 | 304 1,00 3,13 318 | 322 _i'ul'*ﬁj_
tndeks
4 | Pembangunan | Indeks 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76 2,77 2,78
Statistik [IPS)
| Indeks KAMI = | - — 1 |
' 5 | (Keamanan Indeles 390 a7rs a7v 37R R0 382 344
Informass) |
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. Indikator K.I.I].E:I]a Kunci atau disebut juga IKK adalah
indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan
penvelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga
dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur
pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran
kualitatif maupun wukuran kuantitatil. Dengan menggunakan
indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah
berhasil mencapai target yvang telah ditentukan ataukah tidak.
Indikator Kinera Kunci (IKK) akan dicantumkan di dalam
target kinerja karena IKK sendiri berhubungan dengan cascading
dan pohon kinerja. Selain itu IKK juga mencantumkan target
masing-masing OPD.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kemunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

| base tina | _ Target Tabua
Indikator Setuan | 2024 (2025 | 2026 | 2027 2028 2029 2030

ndeks nfa nfa | 142 1.45 L8 1,5 1,52 |

' Persentase Tinghkat '
Eepuasan Masyaraluat
Terhadap Alcses dan

| Kuabitas Informsas
Fublik Pemerinmmh |
Dacrah {survei) |

F:ra:nt.uuPe::nmuhan | | |

Perangkai Daerah
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RENSTRA DIMAS
KOTILIMILASE DN INFORMATIRE
DA S0 SUMIATERR SELATAN
075-2074

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 merupakan rencana
tindak vang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan
strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
pencapaian  tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra ini hanyalah dokumen perencanaan, sebagus apapun isi
dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan menjadi OPD yvang hebat dan
berhasil mewujudkan tujuan dan sasarannya tanpa adanya komitmen
dan upaya sungguh-sungguh dari  seluruh  aparatur  Dinas
Komunikasi dan Informatika Provingt Sumatera Selatan untuk
menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita
semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan, bahwa program dan kegiatan yvang telah disusun dalam Renstra
menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat
dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga
seluruh komponen organizasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab
dalamm mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia
merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai
penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara
profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.



AENSTIA DINAS
HOMUNIAS) DAN INFORMATIEA
PROVINSGE SUIMATERA SELATAN

20151029

Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provins
Sumatera Selatan ini dapat diimplementasikan sesuail dengan tahapan-
tahapan vang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka
terwujudnya good governance guna menuju Sumsel Maju Terus Untuk
Semua melalui komunikasi dan informatika.
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